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ABSTRAK 
Syahrul Nawir Nur (B 111 10 123) “Tinjauan Viktimologis Tindak Pidana 
Penipuan Online Shop Melalui Situs Jejaring Sosial” (Studi Kasus Polsek 
Panakukang.). Dibimbing oleh Muhadar selaku pembimbing I, dan 
Haeranah selaku pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan korban dalam 
terjadinya penipuan melalui media online shop situs jejaring sosial dan  
untuk mengetahui upaya penanggulangan terjadinya korban penipuan 
melalui media online shop situs jejaring sosial. 
Penelitian dilaksanakan di Makassar, yaitu di Polsek Panakukang, 
dengan metode penelitian  melakukan wawancara dengan pihak-pihak 
yang berkompeten dengan objek penelitian, serta meminta data-data 
kepada pihak yang terkait dengan penelitian ini, kepolisian dan korban 
tindak pidana penipuan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan korban dalam tindak 
pidana penipuan memiliki peranan yang cukup besar, karena terlalu 
memberikan kepercayaan yang besar kepada si pelaku dan kurangnya 
kehati-hatian yang mengakibatkan si korban dengan mudah dijadikan 
korban oleh pelaku penipuan. Upaya-upaya yang dilakukan kepolisian 
dalam menanggulangi tindak pidana penipuan terdiri dari dua bentuk yaitu 
upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif adalah upaya yang 
dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana atau lebih tepatnya sebagai 
upaya pencegahan dari suatu tindak pidana. upaya yang dilakukan untuk 
mencegah terjadinya tindak pidana penipuan Online Shop melalui 
sosialisasi ataupun pemberitaan melalui media dan juga melalui 
koordinasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah serta pihak 
lain dalam rangka penegakan Undang-Undang, atau membuat website 
sebagai wadah agar masyarakat mengetahui Online Shop yang baik dan 
buruk, jadi bila satu orang tertipu yang lain tidak akan tertipu juga dan toko 
online tersebut dihapus sepihak karena telah menipu. Upaya lainnya yaitu, 
upaya represif. Upaya represif merupakan tindakan-tindakan yang 
dilakukan pihak kepolisian setlah tindak pidana tersebut terjadi. Upaya 
represif dilakukan dengan menindaklanjuti setiap laporan tindak pidana 
termasuk tindak pidana penipuan Online Shop. Kemudian memberikan 
sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana pidana, guna 
memberikan efek jera, sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat 
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A. Latar Belakang Masalah  
 Kemajuan Teknologi informasi dan komunikasi membuat 
masyarakat dipermudah untuk menerima serta memberikan informasi 
kepada masyarakat luas. Masyarakat dapat dengan mudah untuk dapat 
berkomunikasi tanpa ada batas jarak, ruang dan waktu. Seiring dengan 
pekembangan teknologi komunikasi masyarakat pun dipacu untuk mampu 
mengikuti setiap perkembangan yang sedang terjadi. Perkembangan 
teknologi komunikasi saat ini tidak hanya sekedar untuk kepentingan 
menjalin komunikasi dan bersosialisasi saja. 
 Teknologi informasi telah membuka mata dunia akan sebuah dunia 
baru, interaksi baru, market place baru, dan sebuah jaringan bisnis dunia 
yang tanpa batas. Disadari betul bahwa perkembangan teknologi yang 
disebut internet, telah mengubah pola interaksi masyarakat, yaitu interaksi 
bisnis, ekonomi, sosial, dan budaya. Internet telah memberikan kontribusi 
yang demikian besar bagi masyarakat, perusahaan/industri maupun 
pemerintah. Hadirnya internet telah menunjang efektivitas dan efisiensi 
operasional perusahaan, terutama peranannya sebagai sarana 
komunikasi, publikasi, serta sarana untuk mendapatkan berbagai 
informasi yang dibutuhkan oleh sebuah badan usaha dan bentuk badan 
usaha atau lembaga lainya. 
 Kemajuan teknologi komunikasi khususnya dalam dunia online 
sudah digunakan masyarakat sebagai alat untuk berbisnis bahkan untuk 
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kepentingan politik. Namun karena kemudahan untuk berkreativitas 
banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan 
kesempatan tersebut untuk hal-hal yang merugikan orang banyak. 
Kejahatan yang dilakukan bisa berupa penipuan, pencurian, pembunuhan, 
penculikan dan lain sebagainya. 
 Internet di Indonesia dimulai pertama kali pada tahun 1990-an. 
Masyarakat menggunakan internet pada saat itu masih sangat terbatas, 
biasanya masyarakat yang berada dikota besar yang menggunakannya. 
Berbeda dengan sekarang, masyarakat dari segala kalangan dapat 
menggunakan internet untuk berbagai macam hal. Kalangan tua, muda, 
sampai anak-anak sekarang mampu menggunakannya untuk 
kebutuhanya. Bisnis online adalah bisnis yang dilakukan via internet 
sebagai media pemasaran dengan menggunakan website sebagai 
katalog. Saat ini bisnis online sedang menjamur di Indonesia baik untuk 
barang-barang tertentu seperti tas, sepatu hingga jasa seperti konsultan 
pajak. Bisnis ini dianggap sangat potensial karena kemudahan dalam 
pemesanan dan harga yang cukup bersaing dengan bisnis biasa. Selain 
itu bisnis ini tidak memerlukan toko melainkan dengan media jejaring 
sosial, blog, maupun media lainnya yang dihubungkan dengan internet. 
 Disamping banyak kemudahan yang diberikan dalam jual-beli ini, 
banyak juga kesulitan yang dialami oleh penjual dalam memasarkan 
dagangannya. Tetapi banyak juga kasus-kasus penipuan jual-beli melalui 
online, dikarenakan jual-beli tidak seperti jual-beli pada umumnya, penjual 
dan pembeli bertemu kemudian ada transaksi. Sedangkan jual beli online 
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misalnya lewat facebook, mereka hanya berkomunikasi lewat facebook 
atau lewat Short Message Service.(SMS) Dengan kemudahan yang 
diberikan pengguna e-commerce (merupakan prosedur berdagang atau 
mekanisme) banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab 
menggunakan kesempatan tersebut untuk hal-hal yang merugikan 
pengguna lainnya dalam dunia online sehingga mengakibatkan banyak 
orang yang terjebak dan juga tertipu karena pihak yang tidak bertanggung 
jawab tersebut. 
 Bisnis secara online memang mempermudah para pelaku penipuan 
dalam melakukan aksinya, karena mereka tidak bertemu secara langsung 
dengan pembelinya. Paling banyak ditemui dalam kasus penipuan ini 
adalah penipuan dengan menggunakan akun facebook. Penipuan dengan 
modus penjualan ponsel dan elektronik via online marak di facebook akhir 
ini, dengan mengaku barang BM (Black Market) dari Batam serta harga 
yang jauh lebih murah dari harga pasaran membuat banyak orang tertarik 
untuk memesan barang yang ditawarkan, Meski penipuan jual beli online 
sudah sebagian terkuak, namun penindakan oknum terhadap tindakan 
tersebut banyak yang belum sampai keranah hukum. Ini disebabkan para 
korban penipuan online enggan melaporkan kepada penegak hukum, 
sedangkan tindak pidana penipuan dikategorikan sebagai delik biasa  
 Hukum merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang 
berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan dengan 
suatu sanksi. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara formal dan 
damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum harus 
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ditegakkan. Teknologi informasi dan komunikasi semakin hari semakin 
berkembang dengan pesat yang memberikan banyak kemudahan bagi 
umat manusia. Banyak hal dapat dilakukan melalui internet mulai dari 
berhubungan sosial, bekerja, hingga melakukan bisnis jual beli secara 
online. Semua itu dilakukan tanpa melakukan kontak langsung dengan 
orang lain. Bisnis secara online dapat dilakukan dengan menggunakan 
beberapa fasilitas seperti situs internet, jejaring sosial, maupun layanan e-
banking. Layanan bisnis online ini tertunya berpeluang untuk dijadikan 
lahan kejahatan. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang 
dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau 
media elektronik lainnya. 
Sebagai contoh penulis mempunyai teman yang mengalami kasus 
penipuan di internet namanya Kiprah Mandiri B. Side, pada awalnya 
teman penulis ingin membeli handphone melalui internet setelah mengirim 
uang yang telah di janjikan barang nya tidak kunjung datang dan bahkan 
tidak datang,  kontak person nya pun sudah tidak bisa di hubungi. Tetapi 
teman penulis tidak mau melaporkan kasusnya tersebut karena sudah 
iklhas dan juga malu menjadi korban, teman penulis pun merasa proses 
nya terlalu berbelit-belit.  
 Pasal 378 KUHP merumuskan sebagai berikut: "Barang siapa 
dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan 
melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, 
dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan 
menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, 
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atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam 
karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun."  
 Pasal 18 UU ITE  
(1) Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik 
mengikat para pihak. 
(2) Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang 
berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya. 
(3) Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi 
Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada 
asas Hukum Perdata Internasional. 
(4) Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum 
pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa 
alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang 
mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang 
dibuatnya. 
(5) Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, 
arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya 
yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari 
transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata 
Internasional.  
 Berdasarkan uraian latar belakang di atas menurut Penulis, 
ternyata perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (science and 
technology) yang pesat selalu diikuti atau diiringi dengan perkembangan 
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kejahatan atau tindak pidana yang makin canggih dan maju pula. Hal ini 
ditandai dengan pesatnya perkembangan cara melakukan kejahatan 
(modus operandi) maupun alat yang digunakannya. Oleh karenanya perlu 
kiranya diketahui lebih jauh mengenai perlakuan hukum terhadap tindak 
pidana penipuan dengan modus operandi melalui jual beli online serta 
peranan dari pihak penyidik kepolisian sebagai penegak hukum. Untuk 
itulah penelitian ini Penulis angkat dengan judul “Analisis Hukum terhadap 
Tindak Pidana Penipuan yang Dilakukan oleh Online Shop Melalui Situs 
Jejaring Sosial”.  
 
B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan pada uraian dan latar belakang di atas maka ruang 
lingkup masalah pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 
berikut : 
1. Bagaimanakah peranan korban dalam terjadinya penipuan melalui 
media online shop situs jejaring sosial ? 
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan terjadinya korban penipuan 
melalui media online shop situs jejaring sosial ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
 Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok permasalahan 
sebagaimana telah dikemukakan di atas maka penelitian ini bertujuan 
untuk: 
1. Untuk mengetahui peranan korban dalam terjadinya penipuan 
melalui media online shop situs jejaring sosial. 
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2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terjadinya korban 
penipuan melalui media online shop situs jejaring sosial. 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 
1. Manfaat Teoritis 
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat  
pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan menambah  
bahan pustaka mengenai jual beli online dan perlindungan hukumnya.  
2. Manfaat Praktis      
 Adapun manfaat praktis dari penulisan ini, yaitu : 
Sebagai sumbangan pemikiran untuk penyelesaian masalah 
terhadap kasus tindak pidana penipuan melalui jejaring sosial 
sehingga dapat memberikan masukan kepada aparat penegak 
hukum di dalam penyelesaian kasus-kasus tindak pidana yang 







A.    Viktimologi 
1. Pengertian  
Viktimologi merupakan istilah bahasa Inggris Victimology yang 
berasal dari bahasa Latin yaitu “Victima” yang berarti korban dan 
“logos” yang berarti studi/ilmu pengetahuan (Arief 
Gosita,2004:228). Istilah viktimologi pertama kali di gunakan oleh 
seorang pengacara di Yerussalem yang bernama B.Mendelsohn 
pada tahun 1947 yang merupakan dasar bagi perkembangan 
viktimologi sejak itu, sampai viktimologi berkembang dengan pesat. 
        Pengertian viktimologi mengalami tiga fase perkembangan. 
Pada awalnya viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan 
saja. Pada fase kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji masalah 
korban kejahatan saja, tetapi meliputi korban kecelakaan, pada 
fase ini di sebut sebagai general viktimology. Fase ketiga, 
viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi yaitu mengkaji 
permasalahan korban penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak 
asasi manusia, pada fase ini di katakan sebagai new viktimology. 
         Menurut Arief Gossita (1995:158) viktimologi adalah suatu 
bidang ilmu pengetahuan mengkaji semua aspek yang berkaitan 
dengan korban dalam berbagai bidang kehidupaan dan 
penghidupannya 
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         Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang 
korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang 
menimbulkan penderitaan maental,fisik,dan sosial. 
        Tujuanya adalah agar meberikan penjelasan mengenai peran 
yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan 
para korban serta meberikan keyakinan dan keasadaran bahwa 
setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang di hadapi 
berkaitan dengan lingkunganya, pekerjaanya, profesinya dan lain-
lainya. Dalam rangka memberikan pengertian yang lebih baik agar 
orang lebih waspada dalam menciptakan rasa aman dan kehidupan 
yang aman juga meliputi pengetahuan mengenai bgaimana 
menghadapi bahaya dan bgaimana menghindari bahaya. 
        Mengenai objek studi  atau ruang lingkup viktimologi, adalah 
sebagai berikut (Arief Gosita, 2004:39): 
a. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalistik; 
b. Teori-teori etologi vitmisasi kriminal; 
c. Para peserta terlibat dalam terjadinya atau ekssistensi suatu 
viktimisasi kriminal atau kriminalisti, seperti para korban, 
pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi jaksa, 
hakim, pengacara dan sebagainya; 
d. Reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal; 
e. Respons terhadap suatu viktimisasi kriminal argumentasi 
kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau 
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viktimologi usaha-usaha prevasi, refrensi, tindak lanjut  
(ganti kerugian) dan; 
f. Faktor-faktor viktimogen/kriminogen. 
Ruang lingkup perhatian atau objek studi viktimologi dan 
kriminologi dapat di katakan sama, yang berbeda adalah titik tolak 
pengamatannya dalam memahami suatu viktimisasi kriminal yaitu 
viktimologi dari sudut pihak korban sedangkan kriminologi dari 
sudut pihak pelaku sebabnya, tidak ada/timbul viktimisasi kriminal 
(viktimisasi) atau kejahatan (kriminalitas) tanpa adanya pihak 
korban dan pelaku. Masing-masing merupakan komponen-
komponen suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas (Arief Gosita 
,2004;39). 
Suatu viktimisasi antara lain dapat dirumuskan sebagai suatu 
penimbunan penderitaan (mental,fisik,sosial,ekonomi,moral) pada 
pihak tertentu dan dari kepentingan tertentu. 
Menurut J.E Sahetapy viktimisasi adalah penderitaan, baik 
secara fisik maupun psikis atau mental berkaitan dengan 
penbuatan pihak lain. Lebih lanjut J.E. Sahetapy berpendapat 
mengenai paradigma viktimisasi yang meliputi (Muhadar,2006:22): 
a. Viktimisasi politiki, dapat di masukkan aspek 
penyalahgunaan kekuasaa, perkosaan hak-hak asasi 
manusia, campur tangan angkatan bersenjata diluar 
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fungsinya, terorisme, intervensi, dan peperangan lokal atau 
dalam skala internasional. 
b. Viktimisasi ekonomi, terutama  yang terjadi karena ada 
kolusi antara pemerintah dan konglomerat, produksi barang-
barang tidak bermutu atau yang merusak kesehatan, 
termasuk aspek ;lingkungan hidup. 
c. Viktimisasi keluarga, seperti perkosaan, penyiksaan, 
terhadap anak dan istri dan menelantarkan kaum manusia 
lanjut atau orang tuanya sendiri. 
d. Viktimisasi media dalam hal ini dapat di sebut 
penyalahgunaan obat bius alkoholnisme,malpraktek, di 
bidang kedokteran dan lain-lain; 
e. Viktimisasi yuridis, dimernsi ini cukup luas, baik yang 
menyangkut aspek peradilan dan lembaga pemasyarakatan 
maupun yang menyangkut dimensi diskriminasi perundang-
undangan, termasuk menerapkan kekuasaan dan 
stigmastisasi kendati pun sudah di selesaikan aspek 
peradilannya.      
Viktimologi dengan berbagai macam pandangannya memperluas 
teori-teori etimologi kriminal yang di perlukan untuk memahami 
eksistensi kriminalitas sebagai suatu viktimisasi yang struktural 
maupun yang non struktural secara lebik baik. Selain pandangan-
pandanga dalam viktimologi medorong orang memperlihatkan dan 
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melayani setiap pihak yang dapat menjadi korban fisik, mental, dan 
sosial. 
2. Manfaat  
Resolusi konferensi yang di selenggarakan oleh UNO dari 
lembaga-lembaga khusus dan organisasi internasional bukan 
pemerintah, yang bekerja di lapangan prevensi kejahatan dan 
perlakuan delikwen pada desember 1952, menganjurkan kepada 
semua negara, supaya unversitas-universitas di berikan kuliah 
kriminologi mengingat kriminologi sangat bewrguna membantu 
menyelesaikan masalah-masalah hukum pidana dan acara pidana 
begitu pula bagi mereka yang akan menduduki jabatgan yang 
berhubungandengan kejahatan.  
Carrol dan pinatel (B. Simanjuntak, 1981;9) menyimpulkan 
kebutuhan pelajaran kriminologi mengingat: 
a. “transformastion of the judical and penal system” 
b. “renovation of criminal law and criminal prosedure” 
c. “to give life to scientific research in this domain” 
Manfaat viktimologi menurut Arief Gosita (2004:40-41) adalah 
sebagai berikut: 
a. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang 
menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses 
viktimisasi  
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b. Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti baik 
tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan  
penderitaan mental, fisik, sosial. Tujuannya tidaklah untuk 
menyanjung-nyanjung pihak korban, tetapi hanya meberikan 
beberapa penjelasan mengenai kendudukan dan peran korban 
serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. 
Kejelasan ini adalah sangat penting dalam rangka 
mengusahakan kegiatan pencengahan terhadap berbagai 
macam viktimisasi, demi menegakkan keadilan dan 
meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlihat langsung 
dalam eksistensi suatu viktimisasi. 
c. Viktimologi memberikan keyakinan , bahwa setiap individu 
mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui , mengenai 
bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan 
pekerjaan mereka. Terutama dalam bidang penyuluhan dan 
pembinaan untuk tidak menjadi korban struktural atau non 
struktural. Tujuannya untuk memberikan pengertian yang baik 
dan agar menjadi lebih waspada. 
d. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang 
tidak langsung misalnya, efek politik pada penduduk “dunia 
ketiga” akibat penyuapan oleh suatu korporasi internasional, 
akibat-akibat sosialpada setiap orang, akibat polusi industri 
terjadinya viktimisasi ekonomi, politik dan sosial setiap kali 
seorang pejabat menyalahgunakan jabatan dalam pemerintah; 
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e. Viktimologi memeberikan dasar pemikiran untuk masalah 
penyelesaian viktimisasi kriminal. Pendapat-pendapat 
viktimologi di pergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan 
kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal. 
Mempelajari korban dalam proses peradilan kriminal, 
merupakan juga studi mengenai hak dan kewajiban asasi 
manusia 
3.  Peranan Korban Dalam Terjadinya Kejahatan 
Dalam kajian viktimologi terdapat prepektif dimana korban 
bukan Saja bertanggung jawab dalm kejahatan itu sendiri tetapi 
juga memiliki keterlibatan dalam terjadinya kejahatan. 
Menurut Stephen Schafer (Lilik Mulyadi, 2007:124) ditinjau dari 
perspektif tanggung jawab itu sendiri terdir idari 7 (tujuh) bentuk, 
yakni sebagai berikut: 
1. Unrelated victims adalah mereka yang tidak ada hubungan 
dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial 
untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada dari 
pihak korban. 
2. Provocative victims merupakan korban yang disebabkan 
peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan, karena itu, 
aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku 
secara bersama-sama; 
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3. Participating victims hakikatya perbuatan korban tidak disadari 
dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, 
mengambil uang di bank dalam jumlah besar yang tanpa 
pengawalan, kemudian di bungkus dengan tas plastik sehingga 
mendorongh prang untuk merampoknya. Aspek ini pertanggung 
jawaban sepenuhnya ada pada pelaku. 
4. Biologically weak victim adalah kejahatan disebabkan adanya 
keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia 
lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. 
Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada 
masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat 
memeberikan perlindungan kepada korban yang tidak berdaya; 
5. Social weak victims  adalah korban yang tidak di perlihatkan 
oleh masyarakat bersangkutan seperti para gelandangan 
demngan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, 
pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat 
atau masyarakat; 
6. Selfvitimizing vitims adalah korban kejahatan yang dilakukan 
sendiri (korban semu) atau kejahatan tanoa korban. 
Pertanggung jawaban sepenuhnya terletak pada korban karena 
sekaligus sebagai pelaku kejahatan. 
7. Political victims adalah korban karena lawan politiknya. Secara 
sosiologis, korban ini tidak dapat di pertanggungjawabkan 
kecuali adanya perubahan konstelasi politik. 
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a. False victims adalah mereka yang menjadi korban karena 
dirinya sendiri; 
Sebagai suatu perbandingan perlu pula di kemukakan beberapa 
tipologi yang di kemukakan oleh sellin dan Wolfgang 
(Muhadar,2006:39)  sebagai berikut: 
a. Primary victimization, yang dimaksud adalah korban individual. 
Jadi korbannya Adalah orang perorangan (bukan kelompok); 
b. Secondary victimzation yang menjadi korban adalah kelompok, 
misalnya badan Hukum 
c. Tertiary victimzation, yang menjadi korban adalah masyarakat 
luas; 
d. Mutual victimzation, yang menjadi korban adalah si pelaku 
sediri, misalnya pelacuran, perzinahan, dan narkotika; 
e. No victimzation, yang dimaksud bukan berarti tidak ada korban 
melainkan korban tidak segera dapat diketahui. Misalnya 
konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil 
produksi. 
Berdasarkan hal di atas maka menunjukkan bahwa suatu 
kejahatan terdapat keterlibatan dan tanggung jawab korban sendri 




B. Tindak Pidana 
1. Pengertian  
 Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah stratbaar feit dan dalam 
kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, 
sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang 
mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau 
tindak pidana.  
 Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu 
pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan 
kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.  
           Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-
peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak 
pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan 
jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari 
dalam kehidupan masyarakat.  
(Pengertian Tindak Pidana dan Unsur Menurut Para Ahli) : 
Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu 
Moeljatno yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang 
menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah: Perbuatan yang 
dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman 
(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar 
larangan tersebut. 
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 Jadi berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak 
pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana 
senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar 
suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum 
yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan 
kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya 
ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan 
kejadian tersebut.  
 Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-
aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap 
orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak 
pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman 
mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan 
orang yang menimbulkan  kejadian juga mempunyai hubungan yang erat 
pula.  
 Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana ini Bambang 
Poernomo berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana 
akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut: Bahwa perbuatan 
pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana 
dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar 
larangan tersebut.   
 Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “Aturan 
hukum pidana” dimaksudkan  akan memenuhi keadaan hukum di 
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Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun 
hukum yang tidak tertulis, Bambang Poernomo juga berpendapat 
mengenai kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya 
menunjukan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana.  
 Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan 
pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk 
mengalihkan bahasa dari istilah asing strafbaar feit namun belum jelas 
apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah strafbaar feit 
dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh 
karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci 
menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan 
bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain 
itu juga ditengan-tengan masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang 
menunjukan pengertian perbuatan melanggar morma dengan mendapat 
reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.   
Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam 
menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana 
atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah 
dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu 
perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan 
azas legalitas (Principle of legality) asas yang menentukan bahwa tidak 
ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak 
ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih 
dikenal dalam bahasa latin sebagai Nullum delictum nulla poena sine 
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praevia lege  (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih 
dahulu), ucapan ini berasal dari von feurbach, sarjana hukum pidana 
Jerman. Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu: 
 Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana 
kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan 
undang-undang. 
 Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan 
analogi. 
 Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut. 
 Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan 
yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. 
Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan 
perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau 
kelapaan.  
 Dikatakan bahwa kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa) adalah 
bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan 
(schuld) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah 
karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat 
melawan hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia harus 
bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah 
dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa 
telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang 
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maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal 
yang mengaturnya.  
2. Unsur-unsur Tindak Pidana 
Dalam kita menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, 
maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkan sesuatu 
tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan 
sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak 
pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
(KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang 
terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif 
 Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si 
pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke 
dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. 
Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya 
dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana 
tindakan-tindakan dari isi pelaku itu harus di lakukan. 
Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah: 
1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau Culpa); 
2. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging 
seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP; 
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3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat 
misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, 
pemerasan, pemalsuan dan lain-lain; 
4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang 
terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 
KUHP; 
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak 
pidana  menurut Pasal 308 KUHP. 
Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah: 
1. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelicjkheid; 
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya kedaan sebagai seorang pegawai 
negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau 
keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan 
Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. 
3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai 
penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.  
Seorang ahli hukum yaitu simons merumuskan unsur-unsur tindak 
pidana sebagai berikut :  
1. Diancam dengan pidana oleh hukum 
2. Bertentangan dengan hukum 
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah  
4. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya. 
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C. Tindak Pidana Penipuan 
1.     Pengertian  
Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau 
perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan 
maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. 
Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain 
sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman 
pidana. 
Pengertian penipuan di atas memberikan gambaran bahwa 
tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan 
bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari 
keuntungan sendiri dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik 
berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, 
misalnya menjatuhkan sesorang dari jabatannya. 
Di dalam KUHP tepatnya pada Pasal 378 KUHP ditetapkan 
kejahatan penipuan (oplichthing) dalam bentuk umum, sedangkan yang 
tercantum dalam Bab XXV Buku II KUHP, memuat berbagai bentuk 
penipuan terhadap harta benda yang dirumuskan dalam beberapa pasal, 
yang masing-masing pasal mempunyai nama-nama khusus (penipuan 
dalam bentuk khusus). Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal 
dengan nama bedrog atau perbuatan curang. 
Dalam Pasal 378 KUHP yang mengatur sebagai berikut : 
Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik 
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dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan-karangan 
perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, 
membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, 
dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun. 
Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak 
secara jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat 
atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa 
terperdaya karena omongan  yang seakan-akan benar. 
Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah 
menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi 
sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan 
kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang 
menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan menggunakan 
nama palsu supaya yang bersangkutan idak diketahui identitasnya, begitu 
pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan 
perkataannya. 
Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan 
yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut 
tidak dilaporkan kepihak kepolisan. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan 
dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus 
mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut 
menjadi pelaku penipuan yang berskala besar. 
2.      Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan 
unsur-unsur tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut : 
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1.    Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan 
suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang 
itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang 
yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi 
juga kepunyaan orang lain. 
2.    Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau 
orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya 
adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu. 
3.    Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk 
menyerahkan barang itu dengan jalan : 
a.  Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya. 
b. Sipenipu harus memperdaya sikorban dengan satu akal yang 
tersebut dalam Pasal 378 KUHP. 
Sebagai akal penipuan dalam Pasal 378 KUHP mengatur bahwa : 
1.     Menggunakan nama palsu 
Nama palsu adalah nama yang berlainan dengan nama yang 
sebenarnya, meskipun perbedaaan itu tampak kecil, misalnya orang yang 
sebenarnya bernama Ancis, padahal yang sebenarnya adalah orang lain, 
yang hendak menipu itu mengetahui, bahwa hanya kepada orang yang 
bernama Ancis orang akan percaya untuk memberikan suatu barang. 
Supaya ia mendapatkan barang itu, maka ia memalsukan namanya dari 
Anci menjadi Ancis. Akan tetapi kalau sipenipu itu menggunakan nama 
orang lain yang sama dengan namanya sendiri, maka ia tidak dikatakan 
menggunakan nama palsu tetapi ia tetap dipersalahkan. 
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2.     Menggunakan kedudukan palsu 
Seseorang yang dapat dipersalahkan menipu dengan 
menggunakan kedudukan palsu, misalnya : X menggunakan kedudukan 
sebagai pengusaha dari perusahaan P, padahal ia sudah diberhentikan, 
kemudian mendatangi sebuah toko untuk dipesan kepada toko tersebut, 
dengan mengatakan bahwa ia X disuruh oleh majikannya untuk 
mengambil barang-barang itu. Jika toko itu menyerahkan barang-barang 
itu kepada X yang dikenal sebagai kuasa dari perusahaan P, sedangkan 
toko itu tidak mengetahuinya, bahwa X dapat dipersalahkan setelah 
menipu toko itu dengan menggunakan kedudukan palsu. 
3.     Menggunakan tipu muslihat 
Yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan 
yang dapat menimbulkan gambaran peristiwa yang sebenarnya dibuat-
buat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang 
yang biasanya hati-hati. 
4.       Menggunakan susunan belit dusta 
Kebohongan itu harus sedemikian rupa berbelit-belitnya sehingga 
merupakan suatu atau seluruhnya yang nampaknya seperti benar dan 
tidak mudah ditemukan di mana-mana. 
Tipu muslihat yang digunakan oleh seorang penipu itu harus 
sedemikian rupa, sehingga orang yang mempunyai taraf pengetahuan 
yang umum (wajar) dapat dikelabui. Jadi selain kelicikan penipu, harus 
pula diperhatikan keadaan orang yang kena tipu itu. Tiap-tiap kejahatan 
harus dipertimbangkan dan harus dibuktikan, bahwa tipu muslihat yang 
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digunakan adalah begitu menyerupai kebenaran, sehingga dapat 
dimengerti bahwa orang yang ditipu sempat percaya. Suatu kebohongan 
saja belum cukup untuk menetapkan adanya penipuan. Bohong itu harus 
disertai tipu muslihat atau susunan belit dusta, sehingga orang percaya 
kepada cerita bohong itu. 
Sedangkan rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata 
dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang 
memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu ad alah benar 
adanya. 
Berdasarkan semua pendapat yang telah dikemukakan tersebut di 
atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak 
pidana penipuan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, 
apabila  unsur-unsur yang disebut di dalam pasal tersebut telah terpenuhi, 
maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai 
perbutannya. 
3. Jenis-jenis Tindak Pidana Penipuan 
Tindak Pidana penipuan yang diatur dalam buku II bab XXV Pasal 
378-395 KUHP. Pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang jenis-jenis 
tindak pidana penipuan dalam KUHP yaitu : 
1. Pasal 278 KUHP mengenai tindak pidana penipuan dalam bentuk 
pokok; 
2. Pasal 379 KUHP mengenai tindak pidana penipuan ringan. 
Kejahatan ini merupakan bentuk geprivilegeerd delict atau suatu 
penipuan dengan unsur-unsur yang meringankan; 
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3. Pasal 379 (a) KUHP merupakanbentuk pokok yang disebut 
penarikan botol (Flessentrekkerij) yang mengatur tentang tindak 
pidana kebiasaan membeli barang tanpa membayar lunas 
harganya. Unsur dari Flessentrekkerij adalah unsur menjadikan 
sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan. 
4. Pasal 380 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yaitu tindak pidana 
pemalsuan nama dan tanda atas sesuatu karya citaan orang. Pasal 
ini dibuat bukan untuk melindungan hak cipta seseorang, melainkan 
untik melindungi konsumen terhadap perbuatan-perbuatan yang 
bersifat menipu oleh orang-orang tertentu; 
5. Pasal 381 KUHP mengenai penipuan pada pertanggungan atau 
perasuransian; 
6. Pasal 382 KUHP mengatur tindak pidana yang menimbulkan 
kerusakan pada benda yang dipertanggungkan. 
7. Pasal 382 bis KUHP mengatur tentang tindak pidana persaingan 
curang atau oneerlijke mededinging. 
8. Pasal 383 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam jual-beli. 
9. Pasal 383 bis KUHP mengetahui penipuan dalam penjualan 
beberapa salinan (copy) kognosement. 
 
D. Transaksi Elektronik (E-Commerce) 
1.  Pengertian  
 Electronic Commerce (Perniagaan Elektronik), dapat didefinisikan 
sebagai segala bentuk transaksi perdagangan/perniagaan barang atau 
jasa (trade of goods and service) dengan menggunakan media elektronik. 
E-commerce merujuk pada semua bentuk transaksi  komersial yang 
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menyangkut organisasi dan individu yang didasarkan pada pemrosesan 
dan transmisi data yang digitalisasikan, termasuk teks, suara dan gambar. 
Termasuk juga pengaruh bahwa pertukaran informasi komersial secara 
elektronik yang mungkin terjadi antara institusi pendukungnya dan 
aktivitas komersial pemerintah. 
Definisi E-commerce menurut beberapa tokoh:  
•E-commerce merupakan suatu tindakan melakukan transaksi bisnis 
secara elektronik dengan menggunakan internet sebagai media 
komunikasi yang paling utama (Robert E. Johnson) 
(http://raycarddestion.wordpress.com/2012/06/21/e-commerce/) 
•E-commerce berhubungan dengan penjualan, periklanan, pemesanan 
produk yang semuanya dikerjakan melalui internet. (Gary Coulter & John 
Buddemeir) 
(http://raycarddestion.wordpress.com/2012/06/21/e-commerce/) 
•Kemampuan untuk melakukan bisnis secara elektronik melalui komputer, 
Fax, telepon dsb. (Donna Perry) 
(http://raycarddestion.wordpress.com/2012/06/21/e-commerce/) 
2.  RuangLingkup  
Electronic Business, merupakan  lingkup aktifitas perdagangan secarae 
lektronik dalam  artil uas 
 Electronic Commerce, merupakan perdagangan yang dilakukan 
secara elektronik, mencakup: 
- Perdagangan Via  internet 
- Perdagangan dengan fasilitas web internet  
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- Perdagangan dengan system pertukaran data terstruktur secara  
elektronik 
Kerangka Dasar E-commerce 
Aplikasie-commerce disusun berdasarkan infrastruktur teknologi, yaitu 
kombinasi antar komputer, jaringan komunikasi dan software komunikasi. 
Infrastruktur: 
a. Jasa bisnis umum (proses pembelian& penjualan) 
b. Distribusi pesan dan informasi ( pengiriman& pengambilani 
nformasi) 
c. Isimulti media dan publikasi jaringan 
d. Information Superhighway  
e. M-Commerce 
M-Commerce menyediakan akses ke seseorang, setiap waktu, 
kapan saja dan dimanapun yang menngunakan alat/ jaringa tanpa 
kabel (wirelass network) menggabungkan para pemakai mobile ke – 
internet. 
Orang yang ingin membeli barang atau transaksi lewat internet hanya: 
 membutuhkan akses internet dan interface-nya menggunakan web 
browser  
 Menjadikan portal e-commerce / e-shop tidak sekedar portal belanja, 
tapi   menjadi tempat berkumpulnya komunitas dengan membangun 
basis  komunitas, membangun konsep pasar bukan sekedar tempat 
jual beli dan  
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 sebagai pusat informasi(release,product review, konsultasi, etc) 
Pengelolaan yang berorientasi pada pelayanan, kombinasi konsepsi 
pelayanan konvensional dan virtual : Responsif (respon yang cepat 
dan ramah), Dinamis,Informatif   dan      komunikatif 
 Informasi yang up to date, komunikasi multi-arah yang dinamis 
 Model pembayaran : kartu kredit atau transfer 
Proses pembayaran elektronik 
Mekanisme transaksi elektronik dengan e-commerce dimulai 
dengan adanya penawaran suatu produk tertentu oleh penjual (misalnya 
bertempat kedudukan di USA) di suatu website melalui server yang 
berada di Indonesia (misalnya detik.com). Apabila konsumen Indonesia 
melakukan pembelian, maka konsumen tersebut akan mengisi order mail 
yang telah disediakan oleh pihak penjual. 
Adapun cara transaksi pada e-commerce, permintaan pelanggan 
dikirim ke pedagang, kemudian setelah diterima oleh pedagang dan 
diverifikasi oleh pedagang, kemudian pelanggan yang melakukan 
pembayaran yang kemudian akan masuk ke server pembayaran. 
Pembayaran dapat dilakukan melalui kartu kredit, smart cards, rekening 
bank, dan sebagainya. Tapi disini alat pembayaran yang lebih aman 
dengan menggunakan Paypal.  
PayPal adalah salah satu alat pembayaran (Payment procesors) 
menggunakan internet yang terbanyak digunakan didunia dan teraman. 
Pengguna internet dapat membeli barang di ebay, lisensi software 
original, keanggotaan situs, urusan bisnis, mengirim dan menerima 
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donasi/sumbangan, mengirim uang ke pengguna PayPal lain di seluruh 
dunia dan banyak fungsi lainnya dengan mudah dan otomatis 
menggunakan internet,  
PayPal mengatasi kekurangan dalam pengiriman uang tradisional 
seperti Cek atau Money order yang prosesnya dapat memakan waktu 
PayPal seperti rekening bank, pertama anda membuat account, lalu 
mengisi account tersebut dengan dana dari kartu kredit atau transferan 
dana dari account paypal orang lain ke balance paypal anda, dan anda 
sudah dapat menggunakan account PayPal untuk bertransaksi. 
Berikut adalah kartu kredit di Indonesia yang sudah dicoba dan 
diterima oleh Paypal: HSBC Visa, BNI Visa, Mandiri Visa, Citibank 
Mastercard, BCA Mastercard, BRI Mastercard. 
Tahapan-tahapan dalam transaksi elektronik melalui e-
commerce dapat diurutkan sebagai berikut :    
1.    E-customer dan e-merchant bertemu dalam dunia maya melalui 
server yang disewa dari Internet Server Provider (ISP) oleh e-
merchant. 
2.    Transaksi melalui e-commerce disertai term of use dan sales term 
condition atau 
klausula standar, yang pada umumnya e-merchant telah meletakkan 
klausula kesepakatan pada website-nya, sedangkan e-customer jika 
berminat tinggal memilih tombol accept atau menerima. 
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3.    Penerimaan e-customer melalui mekanisme “klik” tersebut sebagai 
perwujudan dari kesepakatan yang tentunya mengikat pihak e-
merchant. 
4.    Pada saat kedua belah pihak mencapai kesepakatan, kemudian diikuti 
dengan proses pembayaran, yang melibatkan dua bank perantara dari 
masing-masing pihak yaitu acquiring merchant bank dan issuing 
customer bank.Prosedurnya e customer memerintahkan 
kepada issuing customer bank untuk dan atas nama e 
customer melakukan sejumlah pembayaran atas harga barang 
kepada acquiring merchant bank yang ditujukan kepada e-merchant. 
5.    Setelah proses pembayaran selesai kemudian diikuti dengan proses 
pemenuhan prestasi oleh pihak e-merchant berupa pengiriman barang 
sesuai dengan kesepakatan mengenai saat penyerahan dan 
spesifikasi barang.  
Rancangan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU 
ITE) disetujui DPR dan disahkan Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa, 
25 Maret 2008 menjadi Undang-Undang  ITE. UU ini menjadi cyber law 
pertama di Indonesia. Isinya cukup luas. Banyak hal diatur disini yang 
amat penting bagi pelaku bisnis di dunia maya. Untuk Transaksi Elektronik 
dimuat dalam Bab V, Pasal 17 s/d Pasal 22 yang isinya sebagai berikut: 
Pasal 17 
 
a. Penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan baik dalam 
lingkup public maupun privat. 
b. Para pihak yang melakukan Transaksi elektronik sebagaimana 
dimaksud pada  ayat 
c. wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran 
Informasi elektronik selama transaksi berlangsung. 
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d. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelengaraan Transaksi 
elektronik sebagaimana 




1) Transaksi elektronik yang dituangkan dalam Perjanjian elektronik 
mengikat para pihak. 
2) Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang 
berlaku bagi transaksi elektronik internasional yang dibuatnya. 
3) Apabila para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam transaksi 
elektronik 
4) internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas-asas 
Hukum Perdata Internasional. 
5) Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum 
pengadilan, arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa 
alternatif yang berwenang menangani sengketa yang mungkin 
timbul dari transaksi elektronik. 
6) Apabila para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana 
dimaksud dalam ayat penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase 
atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif yang berwenang 
menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, 
didasarkan pada asas-asas Hukum Perdata Internasional. 
 
Pasal 19 
Para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan 
sistem elektronik yang disepakati. 
Pasal 20 
(1) Kecuali ditentukan lain oleh para pihak transaksi elektronik terjadi 
pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima 
dan disetujui penerima. 
(2) Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan 
penerimaan secara elektronik. 
Pasal 21 
a. Pengirim maupun penerima dapat melakukan sendiri transaksi 
elektronik, atau melalui pihak yang dikuasakan olehnya atau 
melalui Agen Elektronik. 
b. Kecuali diperjanjikan lain, pihak yang bertanggung jawab atas 
segala akibat hokum dalam pelaksanaan transaksi elektronik 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sebagai berikut: 
i. apabila dilakukan sendiri, menjadi tanggung jawab para 
pihak yang bertransaksi; 
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ii. apabila dilakukan melalui pemberian kuasa, menjadi 
tanggung jawab pemberi kuasa; 
iii. apabila dilakukan melalui Agen Elektronik, menjadi 
tanggung jawab Penyelenggara Agen Elektronik. 
iv. Apabila kerugian transaksi disebabkan gagal beroperasinya 
Agen elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara 
langsung terhadap Sistem elektronik, menjadi tanggung 
jawab Penyelenggara Agen elektronik. 
v. Apabila kerugian transaksi disebabkan gagal beroperasinya 
Agen elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa 
layanan, menjadi tanggung jawab pengguna tersebut. 
c. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku 
dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa (force 




1. Penyelenggara Agen Elektronik tertentu wajib menyediakan fitur 
pada Agen Elektronik yang dioperasikannya yang memungkinkan 
penggunanya melakukan perubahan informasi yang masih dalam 
proses transaksi. 
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara agen elektronik 
tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. Kehadiran UU ITE ini sudah sangat dinantikan publik. 
Beberapa alasan yang dikemukakan publik bahwa UU ITE akan 
memberikan manfaat, sebagai berikut: 
a. Menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang 
melakukan transaksi secara elektronik 
b. Mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia 
c. Sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya 
kejahatan berbasis teknologi  informasi 
d. Melindungi masyarakat pengguna jasa dengan 
memanfaatkan teknologi informasi. 
 
3. Hak dan Kewajiba Konsumen dan Pelaku Usaha (dalam hal ini    
adalah penjual online) Antara lain: 
Pasal 4 UU PK menyebutkan bahwa hak konsumen adalah : 
a.   hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 
mengkonsumsi barang dan/atau jasa; 
b.   hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 
dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta 
jaminan yang dijanjikan; 
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c.   hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/atau jasa; 
d.   hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau 
jasa yang digunakan; 
e.   hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; 
f.    hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 
g.   hak unduk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta 
tidak diskriminatif; 
h.   hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, 
apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan 
perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; 
i.     hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan 
lainnya. 
  Di sisi lain, kewajiban bagi pelaku usaha (dalam hal ini adalah 
penjual online), sesuai Pasal 7 UU PK adalah: 
a.    beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 
b.   memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi 
dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan 
penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; 
c.   memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta 
tidak diskriminatif; 
d.   menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau 
jasa yang berlaku; 
e.   memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau 
mencoba barang  dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan 
dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang 
diperdagangkan; 
f.     memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian 
akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau 
jasa yang diperdagangkan; 
g.   memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila 
barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai 







A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di kota Makassar tempatnya di kantor 
Polsek Panakukang Makassar, dengan pertimbangan bahwa kasus 
tindak Pidana penipuan ini diperiksa pada Polsek Panakukang 
Makassar. 
Ada pun di atas yang dikumpulkan berupa: data primer dan data 
sekunder yang diperlukan sebagai bahan analisis, cukup tersedia di 
instansi tersebut. 
B. Jenis dan Sumber Data 
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara 
langsung, dalam hal ini berupa data yang terhimpun dari pihak 
yang terkait. 
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil kajian 
pustaka, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, 
bahan-bahan laporan, majalah-majalah, artikel serta bahan 
literatur lainnya yang berhubungan dengan pembahasan skripsi 
ini. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk mengumpulkan data sebagai bahan analisis, maka yang 
dilakukan untuk pengumpulan data adalah dengan melakukan 
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wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dengan objek 
penelitian, serta meminta data-data kepada pihak yang terkait 
dengan penelitian ini, kepolisian dan korban tindak pidana 
penipuan. 
D. Teknik Analisis Data 
Setelah semua data  terkumpul, dalam penulisan data yang 
diperoleh baik data primer maupun data sekunder maka data 
tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan 
menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus 
serta menafsirkan data berdasarkan teori sekaligus menjawab 















A. Peranan Korban Dalam Terjadinya Penipuan Melalui Media Online 
Shop Situs Jejaring Sosial 
1. Perkembangan Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Online 
Shop Situs jejaring sosial Di kota Makassar 
Persoalan tindak pidana penipuan melalui media Online  
adalah salah satu permasalahan yang sering terjadi di kehidupan 
masyarakat maupun, tidak terkecuali di kota Makassar. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pengambilan data yang di 
peroleh dari Polsek Panakukang maka menghasilkan beberapa 
hasil yang di tunjukan dari beberapa table di bawah ini. 
                                     Tabel 1. 
        Jumlah Tindak Pidana Penipuan IT yang di Laporkan di Wilayah 
Hukum   Polsek Panakukang Tahun 2012-2014 
No Tahun Jumlah 
1 2012 16 
2 2013 23 
3 2014 10 
 Jumlah 49 
Sumber: Polsek Panakukang Makassar, 2014 
Secara umum dari tabel di atas dapat dilihat jumlah tindak 
pidana penipuan Online Shop yang di laporkan di kota Makassar 
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cenderung mengalami pelonjakan dari tahun ke tahun. Tercatat 
pada tahun 2012 sebanyak 16 kasus penipuan Online Shop terjadi, 
kemudian pada tahun 2013 terjadi pelonjakan dengan 23 kasus, 
sedangkan pada tahun 2014 sejauh ini terdapat 10 kasus penipuan 
Online Shop. 
Melihat hasil dari jumlah kasus di atas penipuan Online Shop 
selama 3 tahun terakhir pada tabel di atas maka secara 
keseluruhan tercatat jumlah yang cukup tinggi yaitu 49 kasus, 
sekalipun pada tahun 2014 data penipuan Online Shop belum 
sepenuhnya rampung.  
2. Peranan Korban Dalam Tindak Pidana Penipuan  Melalui Media 
Online Shop 
Mengenai peranan korban dalam terjadinya tindak pidana 
penipuan transaksi jual beli di internet. Si korban memiliki peranan 
yang yang cukup besar, yaitu dengan secara tidak sadar menjadikan 
dirinya diviktimisasi oleh pelaku, sehingga menjadikan si korban 
menjadi korban atas kejahatan yang dilakukan pelaku.Misalnya dalam 
hal ini memberikan kepercayaan terlalu berlebih kepada pelaku 
(mempercayai pelaku) padahal pelaku tersebut merupakan orang 
baru dan si korban belum mengetahui secara jelas mengenai identitas 
pelaku. Dengan memberikan kepercayaan berlebih tersebut maka si 
korban akan dengan mudah dijadikan oleh pelaku sebagai korbannya. 
Apabila kita melihat proses terjadinya suatu kejahatan dalam hal 
ini penipuan transaksi jual beli di internet, biasanya si pelaku 
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menawarkan barang dengan harga yang semurah-murahnya bahkan 
sampai selisih 50% lebih dari harga pasaran yang sebenarnya supaya 
manarik calon pembeli sekaligus korban, setelah si korban tertarik 
untuk membeli barang yang ditawarkan, selanjutnya pelaku meminta 
si korban untuk mentransfer uang muka, dan si korban menurutinya 
karena sangat menginginkan barang tersebut. 
Disini peranan korban terlihat dalam kejahatan yang dilakuan 
oleh pelaku, karena dengan mudahnya mempercayai pelaku dan 
akibat ketidak hati-hatian dari si korban sehingga menjadikan si 
korban di viktimisasi oleh pelaku. Padahal apabila dipikir secara logika 
perihal harga yang ditawarkan pelaku sudah jelas bahwa hal tersebut 
seharusnya dapat dicurigai. 
Sementara itu mengenai apakah motif dan uraian singkat 
kejadian, maka penulis mencoba menguraikan data laporan Polisi 
selama tahun 2014 berjalan yaitu:  
Jumlah Laporan Polisi Tindak Pidana Penipuan IT yang di  
Laporkan di Wilayah Hukum Polsek Panakukang Tahun 2014 
YANG MELAPORKAN: 
1.  NAMA :  Junaedi 
UMUR  :  24 Tahun 
ALAMAT :  Jl. Todupuli 7 blok III No.10 
Makassar 
PEKERJAAN : Swasta 
URAIAN SINGKAT KEJADIAN  :  Awalnya korban belanja online 
berupa Hp Ipod tapi terlebih 
dahulu korban harus mengirim 
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uang ke rekening pelaku sebesar 
Rp.1.000.000,- dengan nomor 
rekening 131401002655530. Dan 
nanti dikirim barang nya setelah 
uang masuk, namun uang korban 
sudah dikirim namun barang yang 
di janjikan pelaku tidak kunjung 
datang dan kejadian ini korban 
merasa di rugikan dan mengalami 
kerugian materil sebesar 
Rp.1000.000,- 
 
2.   NAMA : Adnan Yusuf Kadir 
UMUR  : 27 Tahun 
ALAMAT : Jl. Hertasning Utara 3c No.8 
Makassar 
PEKERJAAN : Pengusaha 
URAIAN SINGKAT KEJADIAN   :  Awal mulanya korban melihat di 
internet di toko bagus kota pinrang 
ada mobil mau di jual merek 
Suzuki Jimmi kemudian korban 
menghubungi pelaku dan pelaku 
menyampaikan bahwa memang 
ada kendaraan mau di jual 
selanjutnya pelaku meminta untuk 
mengirim uang muka nya dengan 
alasan  untuk membayar tanah. 
Dan korban mengirim sebanyak 
dua kali yang pertama melalui 
Bank BCA sebesar Rp. 
2.000.000,- An. ABRIANSYAH 
HASAN SALEH dan yang kedua 
di kirim lagi melalui Bank 
DANAMON sebesar 
Rp.9.000.000,- An. ADNAN 
YUSUF KADIR. Untuk mengecek 
kebenarannya pak RAMLI (om 
korban) berangkat ke pinrang 
untuk mengecek kebenarannya 
dan sampai di disana 
informasinya tidak ada pelaku dan 
kendaraan juga tidak ada . nomor 
Hp pelaku pun sudah tidak aktif  
lagi sampai sekarang. 
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3.   NAMA : Wati 
UMUR  : 27 Tahun 
ALAMAT : Jl. Hertasning Utara 3c No.8 
Makassar 
PEKERJAAN : Karyawan Swasta 
URAIAN SINGKAT KEJADIAN   : Awalnya korban melihat iklan di 
toko Bagus, setelah itu korban 
menghubungi pelaku dan 
memesan barang yang di jual oleh 
korban melalui telepon dan korban 
pun mempercayai pelaku dan 
mengirim kan uang sebesar Rp. 
3.680.000,- dan sampai sekarang 
barang yang di pesan korban 
berupa satu (1) alat deteksi emas 
belum di kirimkan oleh pelaku . 
 
4. NAMA : Umi Sarah Utami 
UMUR  :  34 Tahun 
ALAMAT                                : Jl. DR. Leimena No. 16 Makassar 
PEKERJAAN : Honorer 
URAIAN SINGKAT KEJADIAN   : Pelaku menawarkan barang 
melalui jejaring sosial (Facebook) 
karena korban berminat sehingga 
terjadi kesepakatan harga untuk 
pembelian 1 buah Hp Samsung 
Grand 2 sebesar Rp. 1.150.000,- 
kemudian korban mengirim dana 
tersebut kerekening milik pelaku. 
Setelah dana di kirim ternyata 
hingga saat ini barang di maksud 
tidak ada. 
 
5. NAMA : A. Arif 
UMUR  : 27 Tahun 
ALAMAT                                : Jl. Dg.Rammang Komp. Gilora 
Baddoka Indah Blok B1. No. 96 
Makassar 
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PEKERJAAN              : Wiraswasta 
URAIAN SINGKAT KEJADIAN   : Pelapor memesan sebuah efek 
gitar merek Pod HD500, Namun 
setelah korban/pelapor mwngirim 
dana lewat ATM BCA di Jl. 
Hertasning dengan bukti transfer 
dan setelah pelapor menelpon 
JNE Samarinda Jl.Selamet 
Riady RT.09.RW.03. No.04 
Kelurahan karang asem dan 
ternyata no Resi yang di berikan 
fiktif. 
 
6. NAMA : Muh. Saudy 
UMUR  : 22 Tahun 
ALAMAT                                : Jl. Komp. Bumi Husada Indah Blok 
SWA No.1 Makassar 
PEKERJAAN : Mahasiswa 
URAIAN SINGKAT KEJADIAN   : Pelaku meminta korban mengirim 
uang sebelum mengirim beberapa 
barang berupa 2 buah Samsung 
Tab 3 kerekening bank BRI pelaku 
dengan No. 332901009580539. 
Atas nama AYU LESTARI dari 
kejadian tersebut korban 
mengalami kerugian sebesar Rp. 
4.750.000,-. 
7. NAMA : Sukma 
UMUR  : 22 Tahun 
ALAMAT                                : Jl. Alauddin Makassar 
PEKERJAAN : Mahasiswa 
URAIAN SINGKAT KEJADIAN   : Korban merasa tergiur dengan 
harga kamera yang di tawarkan 
akun Facebook Persana 
electronik camera. Sehingga saat 
itu juga korban melakukan 
transaksi lewat rekekning 
6097010004775535 milik EKO 
RUSTANTO sebesar Rp. 
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1.350.000,-. Setelah di transaksi 
di lakukan, korban menunggu 
beberapa hari, namun jadwal yang 
di tentukan kamera juga belum 
datang, saat ditanyakan, alasan 
penjual pembayaran beloum 
cukup dan minta tambahan 
sebesar Rp.1.000.000,- baru lah 
barang di kirim. Saat itu juga 
korban mengirim kembali uang 
sebesar Rp.1.000.000,- setelah 
korban menunggu seharian, 
barang yang di beli tidak kunjung 
datang seperti yang di janjikan. 
Ketika dia menghubungi melalui 
seluler justru malah miinta 
tambahan lagi. 
      8. NAMA : Burhanuddin 
UMUR  : 38 Tahun 
ALAMAT :  Jl. Swadaya No,6 Masala 
Makassar 
PEKERJAAN : Wiraswasta 
URAIAN SINGKAT KEJADIAN   : Berawal dari korban di telpon oleh 
pelaku untuk mengirim uang 
sebesar Rp. 3.250.000,- ke 
rekening pelaku  dengan No. Rek. 
0030000285 Bank Sinarmas untuk 
pembelian 4 unit AC. Dan Sampai 




      9. NAMA : Mirna 
UMUR  : 20 Tahun 
ALAMAT : Jl. Perintis Kemerdekaan VI  no. 43 
Makassr 
PEKERJAAN : Mahasiswa 
URAIAN SINGKAT KEJADIAN   : Korban mengaku membeli sebuah 
Hp BlackBerry di situs 
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tokobagus.com . sebelum barang 
dikirim pihak toko bagus yang 
mengaku atas nama bapak RUDI, 
meminta korban mengirim uang 
terlebih dahulu ke nomor 
rekening, setelah dikirim uangnya, 
barang tak kunjung datang, 
korban menghubungi RUDI 
dengan perasaan curiga, saat di 
hubungi orang yang mengaku 
pihak toko online meminta korban 
mengirim kembali uang sebesar 
450.000,- dengan alasan yang di 
beli korban tertahan bea cukai. 
 
    10. NAMA : Irwan 
UMUR  : 27 Tahun 
ALAMAT : Jl. Sungai Saddang Baru Makassar  
PEKERJAAN : Karyawan Swasta 
URAIAN SINGKAT KEJADIAN     melakukan penipuan padanya 
adalah teman di daftar Blackberry 
nya selama empat bulan  
bernama INTAN MUTIARA, ia 
melakukan komunikasi via 
telepon. Saat itu pelaku 
menawarkan barang. Saat korban 
mau beli barang miliknya. Ia 
memberi refrensi untuk korban 
telepon teman pelaku. Dari 
pembicaraan itu, korban merasa 
yakin bahwa korban akan 
membeli sebuah Ipad dari pelaku 
sebharga Rp.6.000.000,- dari 
batam. Setelah terkirim ternyata 
barangnya tidak ada. Pelaku yang 
mau di hubungi korban sudah 
menghapus pertemanannya di 
Blackberry 
    Sumber: Polsek Panakukan Makassar Tahun 2014. 
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B. Penanggulangan Terjadinya Korban Penipuan Melalui Media 
Online Shop Situs Jejaring Sosial 
Upaya-upaya  yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya tindak 
pidana penipuan Online Shop yakni melalui upaya preventif dan upaya 
represif. Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya 
tindak pidana atau lebih tepatnya sebagai upaya pencegahan dari suatu 
tindak pidana. upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak 
pidana penipuan Online Shop melalui sosialisasi ataupun pemberitaan 
melalui media dan juga melalui koordinasi dengan lembaga pemerintah 
dan non pemerintah serta pihak lain dalam rangka penegakan Undang-
Undang, atau membuat website sebagai wadah agar masyarakat 
mengetahui Online Shop yang baik dan buruk, jadi bila satu orang tertipu 
yang lain tidak akan tertipu juga dan toko online tersebut dihapus sepihak 
karena telah menipu. 
Upaya tersebut dapat memberikan pengertian tentang berbagai tindak 
penipuan dan memberikan pemahaman kepada setiap warga masyarakat 
untuk lebih waspada dikarenakan setiap orang mempunyai potensi 
menjadi korban tindak pidana penipuan Online Shop. Selain itu upaya–
upaya diatas juga memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa 
setiap perbuatan tindak pidana penipuan Onlins shop mempunyai sanksi 
tegas kepada setiap pelakunya. 
Upaya lainnya yaitu, upaya represif. Upaya represif merupakan 
tindakan-tindakan yang dilakukan pihak kepolisian setelah tindak pidana 
tersebut terjadi. Upaya represif dilakukan dengan menindaklanjuti setiap 
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laporan tindak pidana termasuk tindak pidana penipuan Online Shop. 
Kemudian memberikan sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku tindak 
pidana pidana, guna memberikan efek jera, sesuai dengan rasa keadilan 
di dalam masyarakat dan kepastian hukum. 
Setiap perbuatan yang telah diatur sebelumnya dan secara tegas 
mengatur sanksi hendaknya menjadikan setiap orang untuk berfikir lebih 










        PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian di atas penulis dapat menarik 
kesimpulan sebagai berikut  
1. Peranan korban dalam tindak pidana penipuan memiliki 
peranan yang cukup besar, karena terlalu memberikan 
kepercayaan yang besar kepada si pelaku dan kurangnya 
kehati-hatian yang mengakibatkan si korban dengan mudah 
dijadikan korban oleh pelaku. 
2. Upaya-upaya yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi 
tindak pidana penipuan terdiri dari dua bentuk yaitu upaya 
preventif dan upaya represif. 
B. SARAN 
Saran penulis dari hasil penelitian ini adalah: 
1. Sampai saat ini pemerintah belum bisa melindungi 
masyarakatnya secara maksimal khususnya dalam hal ini 
melindungi masyarakat atas tindak pidana penipuan transaksi di 
internet, seharusnya pemerintah melakukan berbagai cara 
melindungi masyarakatnya dari tindak pidana, seperti 
melakukan sosialisai atau himbauan kepada masyarakat melalui 
upaya  preventif dan represif. Atau membuat website sebagai 
wadah agar masyarakat mengetahui Online Shop yang baik dan 
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buruk, jadi bila satu orang tertipu yang lain tidak akan kena, dan 
toko online tersebut di hapus sepihak karena telah menipu. 
2. Setiap orang hendaknya lebih waspada dan hati-hati untuk 
melakukan transaksi pembelian barang pada sebuah Online 
Shop, 
3. Pihak kepolisian berada di setiap kelurahan hendaknya lebih 
efektifkan perannya didalam masyarakat dan di usahakan 
menindak lanjuti kasus tersebut kalau bisa sampai tuntas. 
4. Sebelum membeli suatu barang melalui Online Shop baiknya 
memeriksa atau mencari tahu website resmi toko tersebut dan 
cari tahu apakah ada yang sudah pernah membeli barang di 
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